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ABSTRACT 

 
The government organizes public services in the immigration sector in terms of issuing passports through the 

Directorate General of Immigration which has the responsibility of carrying out immigration functions and 

determining service standards for each Technical Service Unit owned. In providing public services, the TPI Medan 

Special Class I Immigration Office is responsible for four districts and two cities covering Langkat Regency, Deli 

Serdang Regency, Serdang Bedagai Regency, Karo Regency, Medan City and Binjai City. With a large enough 

working area, it is necessary to establish an Office Work Unit or Passport Service Unit as an effective and efficient 

way to carry out immigration functions and to bring services closer to the public. 

  The establishment of an Office Work Unit (UKK) and a Passport Service Unit (ULP) based on the workload 

of the Technical Implementing Unit is very broad so it is necessary to establish an Office Work Unit and Passport 

Service Unit to optimize immigration functions to the community. The aim is that every community can get the 

fulfillment of service needs in accordance with the laws and regulations governing the delivery of public services. In 

the framework of establishing an Office Work Unit (UKK) and Passport Service Unit (ULP), it is necessary to 

determine a strategic location and can be reached by the community so that it can achieve its maximum function. 

  The Kualanamu Passport Service Unit is located in the Kualanamu Airport area, which is located in Beringin 

District. Therefore, this study aims to analyze strategic locations in determining the location of ULPs. In order to 

analyze the location and range of services, a spatial buffering analysis was carried out as well as theories that were 

considered relevant, such as the theory of Von Thunen, Weber and Christaller. From the spatial analysis process 

carried out, it can be seen that a strategic location in the formation of ULPs so that the range of services provided 

can meet the needs of the community. 
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Pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik di bidang keimigrasian dalam hal penerbitan paspor melalui 

Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi keimigrasian dan 

menentukan standar pelayanan pada setiap Unit Pelayanan Teknis yang dimiliki. Dalam memberikan pelayanan 

publik, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan bertanggung jawab terhadap empat kabupaten dan dua kota yang 

meliputi Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Karo, Kota Medan, 

dan Kota Binjai. Dengan jumlah wilayah kerja yang cukup luas maka diperlukan pembentukan Unit Kerja Kantor 

atau Unit Layanan Paspor sebagai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi keimigrasian serta mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 Pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) dan Unit Layanan Paspor (ULP) berdasarkan beban kerja yang 

dimiliki Unit Pelaksana Teknis sangat luas sehingga diperlukan pembentukan Unit Kerja Kantor dan Unit Layanan 

Paspor untuk mengoptimalkan fungsi keimigrasian kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar setiap masyarakat 

memperoleh pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) dan Unit Layanan Paspor 

(ULP) perlu menentukan lokasi yang strategis dan mampu dijangkau oleh masyarakat sehingga mencapai fungsi yang 

maksimal. 

 Unit Layanan Paspor Kualanamu berada di area Bandara Kualanamu yang letaknya berada di Kecamatan 

Beringin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lokasi strategis dalam penentuan lokasi ULP. 

Dalam rangka menganalisis lokasi dan jangkauan pelayanan maka dilakukan analisis spasial buffering serta teori – 

teori yang dianggap relevan seperti teori Von Thunen,Weber dan Christaller. Dari proses analisis spasial yang 

dilakukan maka dapat diketahui lokasi yang strategis dalam pembentukan ULP sehingga jangkauan pelayanan yang 

diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Keywords: Unit Layanan Paspor, Jangkauan Layanan, Pelayanan publik. 
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PENDAHULUAN (font 13pt) 
Bertambahnya jumlah penduduk dan 

meningkatnya jumlah perlintasan Warga Negara 

Indonesia (WNI) melalui Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi (TPI) secara tidak langsung akan mendorong 

peningkatan penggunaan paspor sehingga diperlukan 

sebuah Unit Layanan Paspor (ULP) sebagai penyedia 

layanan keimgirasian. Untuk menjangkau masyarakat 

maka diperlukan lokasi strategis dalam pembentukan 

Unit Layanan Paspor (ULP). Lokasi potensial pada 

wilayah tertentu akan memberikan kemudahan 

kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

keimigrasian. 

Pemenuhan kebutuhan pelayanan publik 

merupakan hak masyarakat sedangkan pemerintah 

sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib 

memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Pengadilan 

Negeri Karanganyar Kelas II, 2015). Dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan publik harus 

berdasarkan standar pelayanan yang digunakan 

sebagai pedoman penilaian kualitas sebagai 

kewajiban penyelenggara kepada masyarakat dalam 

rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, 

mudah, cepat, dan terjangkau. Dalam memberikan 

kepastian hukum telah diatur dalam Undang-Undang 

No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Selain 

itu, Undang-Undang pelayanan publik bertujuan agar 

terdapat batasan yang jelas tentang hak, kewajiban, 

tanggung jawab dan kewenangan seluruh pihak yang 

terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Selain itu, untuk terwujudnya pelayanan publik yang 

sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan 

kepastian hukum bagi masyarakat dan penyedia 

layanan publik dalam penyelenggaraan layanan 

publik. 

Pelayanan adalah proses pemenuhan 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang lain melalui 

aktivitas orang lain secara langsung (Tangkilisan, 

2005). Pelayanan kepada masyarakat merupakan 

upaya atas penyelesaian masalah yang dialami oleh 

masyarakat sehingga tujuan dari pelayanan dapat 

tercapai. Jangkauan pelayanan merupakan jarak yang 

telah ditentukan untuk menjangkau masyarakat dalam 

memberikan layanan. Jangkauan digunakan untuk 

mengukur keterjangkauan pelayanan kepada 

masyarakat yang berada di sekitarnya. Jangkauan 

pelayanan juga dipengaruhi oleh tingkat aksesibilitas, 

jarak dan waktu tempuh untuk mendapatkan 

pelayanan. Tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh 

keadaan suatu wilayah untuk menjadi daya tarik, 

keberadaan sebuah layanan yang dipengaruhi oleh 

jarak dan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana 

penghubung untuk memberikan kemudahan dalam 

mencapai lokasi penyedia layanan (Sumbangan, 

2012). 

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini 

sangat pesat, penyajian data disajikan dalam bentuk 

real sehingga mudah untuk dipahami dan informasi 

dapat tersampaikan. Letak geografis sebuah wilayah 

dapat diolah melalui Geographic Information System 

(GIS) dalam memberikan informasi jangkauan 

pelayanan dan daerah yang dapat dijangkau oleh 

sebuah unit layanan. Informasi geografis jangkauan 

pelayanan dapat dijadikan acuan dalam menentukan 

lokasi Unit Layanan Paspor. Perlunya informasi 

geografis dalam menampilkan jangkauan pelayanan 

untuk mempermudah penentuan lokasi Unit Layanan 

Paspor sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

fungsi ULP itu sendiri. 

Penentuan lokasi dalam pembentukan ULP  di 

suatu wilayah tidak saja memperhatikan kepadatan 

penduduk tetapi juga harus memperhatikan tingkat 

kebutuhan masyarakat dalam penggunaan paspor. 

Selain itu, pembentukan ULP juga harus mendapat 

izin dari pejabat setempat yang dikeluarkan oleh 

pemerintah kabupaten atau kecamatan. Pada saat ini 

perizinan pembentukan ULP berdasarkan keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas 

permintaan pejabat setempat untuk menyediakan 

layanan keimigrasian. 

Penentuan lokasi sebuah unit pelayanan kantor 

imigrasi perlu diperhatikan untuk mendukung 

pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. 

Sebaliknya, penentuan lokasi yang kurang tepat akan 

menimbulkan hambatan dalam menjangkau 

masyarakat dalam memberikan pelayanan 

keimgirasian. Persoalan penentuan lokasi muncul 

ketika sebuah unit layanan tidak dapat memberikan 

pelayanan maksimal sesuai dengan tujuan 

pembentukan unit layanan. Penentuan lokasi kantor 

yang tidak tepat akan berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai, kualitas layanan, jumlah pemohon dan 

efektivitas waktu bekerja. Oleh karena itu, penentuan 

lokasi sebuah unit layanan perlu diperhatikan sebagai 

pertimbangan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Kondisi letak ULP yang tidak sesuai 

peruntukannya yang kemudian berkembang tanpa 

mempertimbangkan manfaatnya merupakan bagian 

dari perencanaan yang buruk. Pemanfaatan lahan 

diperkenalkan oleh J. Von Thunen dalam teorinya 

yang didasarkan pada suatu pola produksi pertanian 

yang berkaitan dengan penggunaan lahan di suatu 

perkotaan.Teori Von Thunen didasarkan pada 

economic rent yang berkaitan dengan biaya 

transportasi dan berhubungan dengan lokasi dan 

fungsi lahan (Sutarto, 2007). Teori lahan juga 
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diperkenalkan oleh Weber yang menjelaskan bahwa 

pemilihan lokasi industri didasarkan pada prinsip 

minimisasi biaya yang bergantung pada total biaya 

transportasi dan upah tenaga kerja. Teori Central 

Place yang dikemukakan oleh Walter Christaller 

seorang ahli geografi yang menjelaskan konsep range 

(jangkauan) dan threshold (ambangan) (Rustiadi, 

2017). Untuk menggambarkan wilayah – wilayah 

yang saling terhubung Christaller menggunakan 

bentuk heksagon (Hakim, 2018). 

Ketiga teori lahan tersebut menganalogikan 

lahan pertanian, lahan industri, dan pusat kota dalam 

menentukan lokasi yang sesuai untuk menghasilkan 

keuntungan yang maksimal. Jika ketiga teori lahan 

tersebut dikaitkan dengan sebuah Unit Layanan 

Paspor yang mempertimbangkan jarak, masyarakat, 

tenaga kerja (ASN) sebagai faktor penentu lokasi 

ULP maka lokasi dari pembentukan ULP perlu 

dilakukan analisis lokasi sehingga dapat dijangkau 

oleh masyarakat.  

ULP Kualanamu sebagai studi kasus peneliti 

dalam penyusunan laporan tugas akhir merupakan 

bagian dari satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I 

Khusus Medan. Secara administratif Kantor Imigrasi 

Kelas I Khusus TPI Medan memiliki wilayah kerja 

empat kabupaten dan dua kota yang ada di Provinsi 

Sumatera Utara. ULP Kualanamu berada di 

Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang 

menjadi bagian dari wilayah kerja Kantor Imigrasi 

Kelas I Khusus Medan. Pembentukan ULP 

Kualanamu bertujuan untuk peningkatan pelayanan 

keimigrasian dan untuk memenuhi kebutuhan kerja 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian 

serta mempercepat proses pelayanan publik kepada 

masyarakat.  

Penulisan laporan tugas akhir ini akan 

menganalisis jangkauan pelayanan ULP Kualanamu 

dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi 

Geografis. Analisis spasial untuk melihat besaran 

jangkauan yang dapat diberikan kepada masyarakat 

pada wilayah yang menjadi objek penelitian. Untuk 

melihat besaran jangkauan menggunakan tools buffer 

analysis yang merupakan fungsi pada aplikasi Sistem 

Informasi Geografis. Oleh karena itu, penulis 

mengangkat judul dalam laporan tugas akhir Analisis 

Buffer Terhadap Jangkauan Pelayanan Penerbitan 

Paspor Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis (SIG). Berdasarkan uraian 

latar belakang diatas bahwa penentuan lokasi ULP 

Kualanamu perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. 

Analisis lokasi bertujuan untuk menentukan lokasi 

yang sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai penyedia 

layanan keimigrasian, ULP harus dapat dijangkau 

oleh masyarakat dari segi aksesibilitas, biaya 

transportasi, dan kemudahan petugas Imigrasi untuk 

bekerja. Lokasi ULP Kualanamu yang berada di 

dalam area Bandara Kualanamu hanya dapat diakses 

melalui jalan menuju bandara sehingga terpisah dari 

jalanan umum. Sebagai penyedia layanan publik yang 

berkaitan dengan masyarakat umum seharusnya 

berada di area terbuka atau di area perkantoran yang 

mudah diketahui oleh masyarakat. Dari uraian 

masalah diatas, penulis merumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi pelayanan paspor RI pada 

ULP kualanamu pada saat ini? 

2. Bagaimana jangkauan pelayanan 

keimigrasian Unit Layanan Paspor 

Kualanamu dengan menggunakan buffer 

analysis ? 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian merupakan cara yang 

dilakukan untuk menguraikan rumusan masalah 

secara lebih teliti dan terstruktur. Metode penelitian 

digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan 

permasalahan yang diangkat. Metode penelitian 

yang digunakan pada penulisan laporan tugas akhir 

adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif 

deskriptif, adapun data kuantitatif yang digunakan 

merupakan bahan penelitian untuk menentukan 

jangkauan pelayanan. Metode kualitatif bertujuan 

untuk memahami dan menafsirkan suatu peristiwa 

menurut perspektif peneliti. Metode menganalisis 

data yang digunakan untuk menganalisis data adalah 

dengan beberapa cara, yaitu : 

1. Melakukan pemetaan terhadap wilayah yang 

menjadi fokus penelitian. 

2. Mengumpulkan data sekunder yang diperoleh 

dari beberapa instansi pemerintah seperti 

BPS, Bappeda, dan Kantor Imigrasi. Adapun 

data yang dibutuhkan seperti data penduduk, 

data peta dan identitas asal pemohon paspor 

yang lebih dominan. 

3. Mengumpulkan data primer yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan petugas 

imigrasi melalui wawancara. 

4. Melakukan kajian terhadap beberapa teori – 

teori yang relevan dengan penelitian yaitu 

teori lahan seperti Von Thunen, Weber, dan 

Christaller. 

5. Mengolah hasil data yang diperoleh untuk 

menentukan jangkauan aktivitas pelayanan 

ULP Kualanamu 

6. Menentukan lokasi ULP yang sesuai dengan 

tingkat kebutuhan masyarakat. 
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PEMBAHASAN 
Keberadaan ULP Kualanamu merupakan bagian dari 

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai 

upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dengan memberikan pelayanan keimigrasian berupa 

penerbitan paspor. Sejak berdirinya ULP Kualanamu 

pada tahun 2015 berimplikasi terhadap pelayanan 

keimigrasian pada jumlah permohonan paspor. 

Jumlah permohonan paspor meningkat seiring dengan 

tingginya jumlah permohonan paspor pada Kantor 

Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang kemudian 

dialihkan ke ULP Kualanamu. Keberadaan ULP 

Kualanamu menjadi efektif karena dapat 

mengakomodir pemohon yang dapat mengurangi 

kepadatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI 

Medan. Hal tersebut sejalan dengan upaya Kantor 

Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam 

meningkatkan predikat menjadi WBBM (Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani) dengan memberikan 

keleluasaan dan kenyamanan dalam pelayanan. 

 Permohonan penerbitan paspor pada ULP 

Kualanamu dilaksanakan sesuai dengan standar 

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus. Penggunaan antrian 

online dapat dilakukan dan dapat diakses oleh 

pemohon. Begitu juga antrian prioritas bagi lanjut 

usia, berkebutuhan khusus dan anak – anak di bawah 

usia 3 tahun. Keberadaan ULP Kualanamu tidak 

mengurangi standar pelayanan seperti pada Kantor 

Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Hal ini menunjukkan 

bahwa efektivitas dari pelayanan ULP Kualanamu 

diberikan secara profesional kepada masyarakat. 

Tabel 3. 1 Jumlah Penerbitan Paspor  Pada 

Bulan April – Desember 2019 

NO 
JENIS 

PERMOHONAN 
JUMLAH TAHUN  

1 Baru 11.100 2019 

2 Ganti (Habis Masa 

Berlaku) 

4.351 2019 

3 Ganti (Eks 

Pemegang Paspor 

48/24 

Halaman/SPLP) 

933 2019 

Sumber : Bidang Dokumen Perjalanan Kantor 

Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan 

  Penerbitan paspor pada ULP Kualanamu 

pada tahun 2019 mencapai lebih dari 16.000 paspor. 

Jumlah tersebut meliputi penggantian dan penerbitan 

paspor baru sedangkan kerusakan dan kehilangan 

paspor dapat dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I 

Khusus TPI Medan. Jumlah penerbitan paspor pada 

ULP Kualanamu dapat dikategorikan cukup tinggi. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, sebuah ULP 

hanya mampu melayani 50 pemohon seperti Kantor 

Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang dan Kantor 

Imigrasi Kelas II Non TPI Depok. Tingginya jumlah 

penerbitan paspor di ULP Kualanamu didukung 

dengan fasilitas yang dimiliki seperti mesin cetak 

penerbitan paspor yang dapat dicetak di ULP. 

Tabel 3. 2 Jumlah Pemohon Paspor Per Domisili 

NO KECAMATAN JUMLAH 

PEMOHON 

PASPOR PER 

DOMISILI 

1 BERINGIN 103 

2 LUBUK PAKAM 312 

Sumber : Bidang Dokumen Perjalanan Kantor 

Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan 

 Dari tabel di atas, peneliti mengambil sampel 

data jumlah penerbitan paspor per domisili. Data 

tersebut diambil pada bulan Januari – Juli tahun 2020 

di ULP Kualanamu. Sampel data yang diambil adalah 

Kecamatan Beringin dan Kecamatan Lubuk Pakam. 

Kecamatan Beringin merupakan lokasi dari 

keberadaan ULP Kualanamu sedangkan Kecamatan 

Lubuk Pakam merupakan wilayah yang berdekatan 

dengan Kecamatan Beringin. Dari jumlah pemohon 

paspor per domisili menunjukkan Kecamatan Lubuk 

Pakam lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan 

Kecamatan Beringin. Data dari Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Deli Serdang menyebutkan jumlah 

penduduk wilayah Kecamatan Lubuk Pakam dari 

tahun 2016-2018 sejumlah 97.996 jiwa sedangkan 

wilayah Kecamatan Beringin sejumlah 63.335 jiwa. 

Data tersebut didukung dari jumlah penduduk per 

Kecamatan yang jumlah penduduk Kecamatan Lubuk 

Pakam lebih banyak dibandingkan dengan 

Kecamatan Beringin. 

  Kesesuaian lokasi Unit Layanan Paspor  

Kualanamu dapat dilihat dari fungsi pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. Keterkaitan lokasi ULP 

Kualanamu terhadap wilayah yang berada di 

sekitarnya serta fasilitas umum yang mendukung 

keberadaan ULP Kualanamu dalam memberikan 

pelayanan. Pada pembahasan ini, akan menampilkan 

jangkauan pelayanan ULP Kualanamu melalui 

pemetaan dengan menggunakan aplikasi Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dengan tools  buffer 

analysis. Setelah data diproses dengan menggunakan 

aplikasi maka akan muncul hasil berupa gambar peta 

dengan jangkauan pelayanan yang dapat dijangkau 

ULP Kualanamu. Untuk menghasilkan sebuah 

jangkauan pelayanan, perlu memperhatikan standar 

pelayanan minimum sebuah kantor dalam melayani 

suatu wilayah. Selain itu, juga perlu memperhatikan 



TEMATICS (Technology Management and Informatics Research) Vol. xx, No. x  mmmm yyyy  

Korespondensi : Yusuf Junianto   88 

lokasi pemukiman dan jarak lokasi pemukiman 

dengan pusat layanan. Oleh karena itu, penulis 

mengemukakan dalam kerangka berpikir untuk 

menghasilkan sebuah jangkau memerlukan data 

untuk dapat diolah dan menghasilkan sebuah 

jangkauan pelayanan. 

 Sebelum menentukan jangkauan pelayanan, 

perlu melakukan identifikasi terhadap lokasi 

penelitian yang meliputi ULP Kualanamu, 

Kecamatan Beringin, Kecamatan Lubuk Pakam yang 

berdekatan dengan lokasi penelitian. Selain itu, perlu 

mempertimbangkan jarak dan kepadatan penduduk 

antara dua kecamatan yang berbeda yaitu Kecamatan 

Beringin dan Kecamatan Lubuk Pakam. Dua variabel 

ini akan mempengaruhi jangkauan pelayanan dari 

objek yang diteliti yaitu jarak dan kepadatan 

penduduk. Jarak akan mempengaruhi jarang yang 

ditempuh menuju pusat layanan, sedangkan 

kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat 

kebutuhan layanan pada objek yang diteliti. 

 Setelah menentukan variabel yang 

mempengaruhi jangkauan, perlu mempertimbangkan 

peraturan yang berlaku pada pembentukan suatu unit 

layanan. Dalam hal ini perlu mengetahui standar 

pelayanan minimum yang berlaku. Standar pelayanan 

minimum dapat dijadikan acuan dalam pendirian 

sebuah unit layanan. Perbandingan antara jumlah 

penduduk dengan kapasitas suatu bangunan. Dengan 

mengetahui standar pelayanan minimum dapat 

mempermudah dalam pengambilan keputusan dan 

melakukan kajian terhadap pendirian dan penentuan 

lokasi suatu unit layanan pada suatu wilayah. 
 Data statistik kependudukan Kabupaten Deli 

Serdang pada tahun 2016 – 2018 menyebutkan bahwa 

jumlah penduduk Kecamatan Beringin sebanyak 

63.355 jiwa. Angka tersebut menunjukkan laju 

pertumbuhan penduduk sebanyak 2,37% dari tahun 

2010-2018. Data jumlah kependudukan diperlukan 

untuk mengetahui intensitas kebutuhan layanan 

dalam suatu wilayah. Kebutuhan layanan 

tersebut  mencakup seluruh kebutuhan masyarakat 

sehingga ber linier dengan kebutuhan layanan 

keimigrasian. 

 Data statistik kependudukan Kabupaten 

Deli Serdang pada tahun 2015 – 2017 menyebutkan 

bahwa jumlah penduduk Kecamatan Beringin 

sebanyak 96.038 jiwa. Angka tersebut menunjukkan 

laju pertumbuhan penduduk sebanyak 2,49 % dari 

tahun 2010-2018. Jumlah proyeksi penduduk pada 

tahun berikutnya akan semakin meningkat seiring 

dengan jumlah populasi yang dihitung pada tahun 

sebelumnya. Terdapat perbedaan jumlah penduduk 

antara Kecamatan Beringin dengan Kecamatan 

Lubuk Pakam. Jumlah penduduk Kecamatan Lubuk 

Pakam lebih banyak sejumlah 33.926 jiwa 

dibandingkan dengan Kecamatan Beringin.  

 Untuk menentukan jangkauan sebuah unit 

layanan perlu melakukan pengukuran terhadap 

interaksi antara dua kecamatan. Besarnya interaksi 

dipengaruhi jarak dan jumlah penduduk antar 

kecamatan. Semakin jauh jarak antar kecamatan dan 

sedikit jumlah penduduk maka interaksinya akan 

semakin kecil, sebaliknya apabila jarak antar 

kecamatan berdekatan dan jumlah kepadatan 

penduduknya tinggi maka besaran interaksinya akan 

luas. Pengukuran interaksi antar wilayah 

menggunakan rumus charroters untuk mengetahui 

besarnya interaksi antar dua wilayah. Besarnya 

interaksi antar dua wilayah dapat diukur sebagai 

berikut : 
 Dari penghitungan besarnya interaksi antar 

dua kecamatan yaitu 676.054.165 interaksi verbal , 

fisik dan emosional. Tujuan penghitungan besarnya 

interaksi, untuk mengetahui kebutuhan masing-

masing tiap wilayah. Sebagaimana diketahui bahwa 

interaksi muncul ketika dua atau lebih mempengaruhi 

satu sama lain. Jenis interaksi dapat berupa interaksi 

verbal, fisik dan emosional. Sehingga, dapat diketahui 

besarnya interaksi antar dua wilayah. Dasar 

pemikiran penghitungan interaksi berasal dari hukum 

gravitasi Isaac Newton yang menyatakan dua buah 

benda memiliki gaya tarik yang nilainya berbanding 

lurus dengan hasil kali jumlah dua populasi penduduk 

dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Hukum 

gravitasi Newton dapat diterapkan pada bidang 

transportasi dan geografi pemasaran. Selain itu juga 

dapat digunakan untuk menentukan lokasi serta studi 

perpindahan penduduk (Arifin, 2019). 

 Selain menentukan interaksi antar wilayah, 

maka perlu menentukan batas interaksi antar wilayah. 

Titik henti digunakan untuk mengetahui jarak 

maksimal sebuah jangkauan dan alternatif 

pembatasan wilayah. Teori titik henti dikemukakan 

oleh William J. Reilly pada tahun 1931 yang 

memungkinkan untuk menarik batas wilayah dengan 

menggunakan jumlah penduduk dan jarak pada 

masing – masing wilayah. Rumus teori titik henti 

sebagai berikut : 

Keterangan : 

DAB  = Jarak titik henti 

dAB  = Jarak wilayah A menuju B 

PA  = Populasi di wilayah A 

PB = Populasi di wilayah B  
 Dalam perencanaan sebuah kawasan perlu 

menetapkan sistem untuk mempermudah proses 

pembangunan suatu wilayah. Selain itu juga perlu 

memperhatikan standar pelayanan minimum sebagai 

acuan dalam pembangunan. Pembangunan Unit 

Layanan Paspor merupakan bagian dari fasilitas 
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pelayanan publik umum yang diperuntukkan bagi 

masyarakat. Oleh karena itu, perlunya mengetahui 

karakter dari wilayah tempat pembentukan Unit 

Layanan Paspor beserta kawasan pembentukan 

lahannya. 

 Berdasarkan standar pelayanan minimum 

SNI 03-1733-2004 yang termasuk dalam sarana 

pemerintahan dan pelayanan umum adalah : 

a. Kantor pelayanan administrasi 

pemerintahan dan administrasi 

kependudukan 

b. Kantor pelayanan utilitas umum dan 

jasa, PAM, PLN, Telepon, Pos 

c. Pos pelayanan keamanan dan 

keselamatan yang meliputi kantor 

polisi dan kantor pemadam 

kebakaran. 

Pelayanan keimigrasian termasuk dalam bagian dari 

administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, 

pembentukan Unit Layanan Paspor pada tingkat 

kelurahan atau kecamatan dapat dilakukan sesuai 

dengan tingkat kebutuhan masyarakat. 

 Pembentukan sarana pemerintahan dan 

pelayanan umum pada tingkat kecamatan dengan 

asumsi jumlah penduduk 120.000 jiwa. Jika kita 

bandingkan kepadatan penduduk yang berada di 

Kecamatan Beringin, kepadatan penduduk hanya 

63.355 pada tahun 2019. Keberadaan fasilitas umum 

secara otomatis mampu menjangkau setiap wilayah. 

Selain itu juga, keberadaan fasilitas umum juga dapat 

dijangkau dari lingkungan luar wilayah. Oleh karena 

itu, keberadaan fasilitas umum Unit Layanan Paspor 

dapat dikategorikan sesuai karena dapat dijangkau 

oleh wilayah yang berada di Kecamatan Beringin.  

Demikian juga  dengan Kecamatan Lubuk 

Pakam yang berdampingan dengan Kecamatan 

Beringin yang kepadatan jumlah penduduknya hanya 

96.038 pada tahun 2017. Kecamatan Lubuk Pakam 

sebagai ibu kota Kabupaten Deli Serdang secara 

otomatis menjadi pusat pemerintahan kabupaten. 

Sebagai pusat pemerintahan, cakupan dari jangkauan 

pelayanannya cukup luas. Pusat perkantoran 

pemerintah berpusat di Kecamatan Lubuk Pakam 

yang secara otomatis menjadi daya tarik masyarakat 

yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang 

dalam menyelesaikan urusan administrasi 

pemerintahan. Keberadaan lokasi pusat perkantoran 

Kabupaten Deli Serdang juga strategis karena berada 

dekat dengan Jalan Protokol Lintas Sumatera yang 

menjadi akses jalan utama bagi masyarakat umum. 

Beberapa sarana lain juga digabungkan dalam satu 

tapak yang sama. 

 Pada gambar di atas merupakan hasil 

buffering dengan menggunakan aplikasi Sistem 

Informasi Geografis (SIG). Gambar di atas 

menjelaskan jangkauan dari Unit Layanan Paspor 

Kualanamu yang berada di kawasan Bandara 

Kualanamu. Berdasarkan pedoman Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Nomor 

534/KPTS/M/2001 untuk tingkat sarana pelayanan 

umum pada wilayah kecamatan dapat menampung 

hingga 120.000 jiwa. Hasil buffering yang terbentuk 

adalah Unit Layanan Paspor Kualanamu dapat 

menjangkau keseluruhan wilayah di Kecamatan 

Beringin. Sehingga dapat disimpulkan wilayah 

Kecamatan Beringin sudah terlayani oleh ULP 

Kualanamu. Pada Standar Nasional Indonesia tahun 

2014 keberadaan sarana pelayanan umum  

mempertimbangkan kemudahan untuk dijangkau dari 

lingkungan luar. Keberadaan ULP Kualanamu juga 

dapat diakses oleh transportasi umum sehingga 

masyarakat yang berada diluar wilayah jangkauan 

dapat menuju ULP Kualanamu dengan mudah. 

 
 Pada gambar di atas, penulis mengemukakan 

asumsi apabila sebuah Unit Layanan Paspor dibentuk 

di Kecamatan Lubuk Pakam. Asumsi ini didukung 

dari Kecamatan Lubuk Pakam yang merupakan ibu 

kota Kabupaten Deli Serdang. Pusat perkantoran 

secara otomatis berada di Kecamatan Lubuk yang 

menjadi daya tarik masyarakat untuk menyelesaikan 

urusan administrasi pemerintahan. Selain itu, 

keberadaan sarana pelayanan umum di Kecamatan 

Lubuk Pakam berada satu tapak yang sama yang 

berarti berbagai dinas pemerintahan Kabupaten Deli 

Serdang berada saling berdampingan. Keberadaan 

pusat perkantoran yang berada dekat dengan jalan 

protokol sebagai jalan utama menunjukkan bahwa 

akses menuju pusat perkantoran sangat mudah untuk 

dijangkau. Data statistik kependudukan Kecamatan 

Lubuk Pakam sebanyak 96.038 pada tahun 2017. 

Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan 

jumlah kependudukan di Kecamatan Beringin. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat 

terhadap suatu layanan lebih tinggi. 

 Pada gambar di atas merupakan hasil 

buffering perbandingan jika keberadaan Unit Layanan 

Paspor berada di Kecamatan Beringin dan Kecamatan 

Lubuk Pakam. Gambar tersebut menunjukkan 

terjadinya overlapping atau tumpang tindih yang 

berasal dari buffer atau objek yang diteliti. Hasil 

buffer Kecamatan Lubuk Pakam lebih luas 

dibandingkan dengan Kecamatan Beringin. 

Jangkauan dari Kecamatan Lubuk Pakam didukung 

dari jumlah penduduk lebih banyak. Objek yang 

saling bersilangan (intersect) berarti cakupannya 

saling melingkupi antar masing – masing wilayah. 

Perencanaan pembentukan sebuah unit layanan perlu 

dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat 
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kebutuhan masyarakat. Analisis buffer dapat 

digunakan untuk merencanakan, melakukan prediksi 

dan menentukan pemilihan lokasi yang sesuai dengan 

kebutuhan dan fungsinya. 

 

KESIMPULAN 
Bahwa penyediaan layanan penerbitan paspor 

merupakan bagian dari pelayanan publik untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang 

keimigrasian. Penyediaan pelayanan publik perlu 

memperhatikan aspek pendukung terselenggaranya 

pelayanan sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik. Tujuannya adalah agar 

memberikan kenyamanan dan kepastian dalam 

memperoleh pelayanan.  

Meningkatnya jumlah permohonan paspor 

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan 

tingkat mobilitas masyarakat yang berdampak pada 

keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Keimigrasian untuk menjangkau masyarakat. 

Persebaran UPT yang belum merata sehingga masih 

ada wilayah yang belum dapat dijangkau oleh 

masyarakat. Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi 

dalam memberikan pelayanan agar dapat dijangkau 

masyarakat dengan memberikan inovasi – inovasi 

pelayanan sebagai solusi agar dapat dijangkau oleh 

masyarakat. 

Pembentukan Unit Layanan Paspor yang 

dibawahi oleh Kantor Imigrasi dibentuk untuk 

meningkatkan pelayanan yang memiliki kebutuhan 

paspor yang tinggi. Kondisi pelayanan di ULP 

Kualanamu relatif tinggi dengan jumlah rata – rata  

lebih dari 50 pemohon per hari. Tingginya jumlah 

permohonan paspor berkaitan dengan fungsi ULP 

yaitu untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. 

Jumlah pemohon yang tinggi tentunya didukung 

dengan sarana dan prasarana yang dimiliki ULP 

Kualanamu.  

 Perencanaan penentuan lokasi ULP dianggap 

perlu seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Dalam melakukan perencanaan perlu 

melakukan beberapa kajian sesuai dengan tujuannya, 

salah satunya dalam hal penentuan lokasi ULP . 

Tujuannya adalah agar ULP yang dibentuk memiliki 

fungsi yang optimal dan berdampak positif bagi 

organisasi dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi 

berupa Sistem Informasi Geografi (SIG) dengan 

menggunakan buffer analysis untuk mendukung 

penentuan lokasi dalam bentuk peta untuk tujuan agar 

kawasan yang dibangun sesuai dengan peruntukannya. 

Jangkauan ULP Kualanamu dengan menggunakan 

buffer analysis telah mencakupi wilayah yang berada 

di sekitarnya. Oleh karena itu, kesesuaian lokasi 

berdampak pada jangkauan pelayanan keimigrasian. 

Sehingga pelayanan yang dilaksanakan di Kantor 

Imigrasi menjadi lebih optimal. 

 
SARAN 
Pada akhir penulisan Laporan Tugas Akhir ini, 

peneliti memberikan beberapa saran atau masukan 

untuk kemajuan organisasi dimasa yang akan datang 

sebagai berikut : 

1. Agar perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan dapat digunakan seiring 

perkembangan zaman dalam menentukan 

kebijakan.  

2. Agar pemanfaatan teknologi Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dalam melakukan 

perencanaan dan memprediksi kemungkinan 

yang akan terjadi sebagai langkah preventif 

dalam mengurangi dampak negatif dalam 

sebuah kebijakan. 

3. Agar penentuan lokasi dalam mendirikan 

sebuah Unit Pelaksana Teknis dianggap perlu 

agar dapat memberikan pelayanan dengan 

jangkaun masyarakat yang luas. 

4. Agar melakukan pemetaan persebaran UPT 

di seluruh Indonesia untuk mengetahui 

wilayah yang belum dijangkau oleh Imigrasi. 

5. Agar peningkatan kualitas sumber daya 

manusia di bidang perencanaan untuk 

kemajuan organisasi. 
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